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Abstrak

Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan inovasi pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan kualitas
layanan melalui integrasi lintas instansi. Di Kota Mataram, keberadaan MPP menjadi respons atas
permasalahan klasik pelayanan publik, seperti prosedur yang berbelit, waktu layanan yang tidak pasti, serta
rendahnya kualitas interaksi antara aparatur dan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya
evaluasi berbasis empiris untuk memastikan efektivitas MPP dalam meningkatkan kepuasan masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap MPP Kota Mataram,
menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan, serta mengidentifikasi dimensi pelayanan yang
paling dominan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100
responden pengguna layanan MPP Kota Mataram. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis
menggunakan uji validitas, reliabilitas, statistik deskriptif, korelasi Spearman, serta regresi linear
sederhana dengan bantuan perangkat lunak JASP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan
masyarakat berada pada kategori sedang. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepuasan dengan koefisien determinasi (R?) sebesar 0,745, yang berarti 74,5% variasi kepuasan dapat
dijelaskan oleh kualitas pelayanan. Dimensi empati menjadi faktor paling dominan, sementara kompetensi
dan sikap petugas merupakan indikator utama yang memengaruhi kepuasan. Temuan ini menegaskan
bahwa kualitas interaksi aparatur memiliki peran strategis dalam membentuk kepuasan masyarakat.
Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi model SERVQUAL dalam konteks pelayanan publik
terpadu. Secara praktis, hasil penelitian ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah, khususnya pengelola
MPP Kota Mataram, dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas pelayanan yang lebih responsif,
humanis, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: Kualitas Pelayanan, Kepuasan Masyarakat, Mal Pelayanan Publik

Gema Publica : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik (E-ISSN: 2548-1363) Publish by Department of Public Administration, Faculty of Social
and Political Sciences, Universitas Diponegoro under license of Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Pendahuluan

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama keberhasilan tata kelola
pemerintahan modern. Dalam perspektif good governance, pelayanan publik dipandang
sebagai wujud kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat yang menuntut
keterbukaan, akuntabilitas, serta orientasi pada kepentingan warga negara (Najich
Alfayn, 2022). Perubahan global dalam tata kelola pemerintahan menunjukkan adanya
tuntutan transformasi menuju pelayanan yang lebih citizen-centric, terintegrasi, dan
berbasis digital (Karso, 2022; Osborne, 2006; OECD, 2020). Negara-negara yang
tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah

Publica 64

Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol. 11 No.1,2026, 64-87


https://doi.org/10.14710/geoplanning.8.1.61-74
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Arkham et al
Pengaruh Keberadaan Mal Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat Di Kota Mataram
DOI: 10.14710/gp.11.1.64-87

mendorong reformasi pelayanan publik melalui integrasi layanan lintas sektor (joined-up
government), digitalisasi pelayanan (digital government), serta penyederhanaan proses
birokrasi guna meningkatkan efisiensi dan kepuasan masyarakat. Transformasi ini
menekankan bahwa kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh prosedur
administratif, tetapi juga pengalaman pengguna (user experience) dalam mengakses
layanan publik (OECD, 2020).

Salah satu inovasi yang berkembang luas adalah Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan
konsep one stop service, yang bertujuan memangkas birokrasi berbelit sekaligus
meningkatkan kepuasan masyarakat (Ichsana Nur, 2023). Indonesia mengadopsi model
ini melalui Peraturan Menteri PANRB No. 23 Tahun 2017 yang kemudian diperkuat
dengan PermenPANRB No. 92 Tahun (2021). Hingga akhir 2024, tercatat sebanyak 272
MPP telah berdiri di berbagai kabupaten/kota, dengan target 514 MPP pada tahun 2025.
Target ambisius ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam mempercepat
reformasi birokrasi (PANRB, 2024).

Meski demikian, implementasi MPP di Indonesia tidak sepenuhnya berjalan tanpa
kendala. Berbagai laporan menunjukkan masih adanya kesenjangan kualitas antar
daerah, baik dari sisi sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur digital, maupun
partisipasi masyarakat (Dwiyanto, 2018; World Bank, 2017). Dengan kata lain,
keberadaan MPP secara fisik tidak otomatis menjamin meningkatnya kepuasan publik,
karena efektivitasnya sangat ditentukan oleh konteks lokal dan kualitas interaksi
pelayanan. Kondisi ini menunjukkan adanya gap praktis (practice gap), yaitu
ketidaksesuaian antara tujuan ideal MPP sebagai layanan terpadu dengan realitas
implementasi di daerah yang belum seragam.

Dalam konteks akademik, terdapat pula gap teoritis (theoretical gap). Sebagian besar
penelitian terkait MPP di Indonesia masih bersifat deskriptif dan berfokus pada evaluasi
umum pelayanan tanpa menguji hubungan kausal antara kualitas pelayanan dan
kepuasan masyarakat secara statistik. Selain itu, penelitian MPP masih didominasi
wilayah Pulau Jawa dan Bali, sehingga konteks Indonesia bagian timur relatif belum
banyak dikaji. Padahal, karakteristik sosial, kapasitas kelembagaan, dan tingkat kesiapan
digital di wilayah tersebut berpotensi menghasilkan dinamika pelayanan yang berbeda
(Dwiyanto, 2018).

Dalam konteks tersebut, Kota Mataram sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara
Barat turut menginisiasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Mataram yang berlokasi di
Mataram Mall Lt.1 (Ex. Hero). Pembentukan MPP ini didasarkan pada Peraturan Wali
Kota Mataram Nomor 32 Tahun 2023 serta didukung oleh struktur pengelolaan melalui
Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Mataram Nomor 659/164/DPMPTSP/VIII/2023. MPP
Kota Mataram diresmikan pada 31 Agustus 2023 dan saat ini melibatkan berbagai
instansi pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga vertikal yang menyediakan
layanan perizinan, administrasi kependudukan, perpajakan, hingga layanan hukum dan
keimigrasian (DPMPTSP, 2023). Secara umum, MPP Kota Mataram telah menyediakan
layanan lintas sektor dalam satu lokasi terpadu dengan dukungan fasilitas modern yang
berorientasi pada kenyamanan pengguna layanan.
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Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan II Tahun 2025, nilai
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercatat sebesar 92,69 (kategori sangat baik)
(DPMPTSP Kota Mataram, 2025). Namun demikian, survei tersebut masih bersifat
agregat dan belum secara spesifik mengukur kontribusi keberadaan MPP terhadap
tingkat kepuasan masyarakat. Dengan demikian, belum terdapat bukti empiris yang
menjelaskan apakah tingginya kepuasan tersebut benar-benar dipengaruhi oleh kualitas
pelayanan dalam MPP atau oleh faktor lain di luar sistem pelayanan terpadu.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar yang dirumuskan dalam bentuk
research question (RQ) sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di MPP Kota

Mataram?

2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan

masyarakat pengguna MPP?

3. Dimensi kualitas pelayanan apa yang paling dominan memengaruhi kepuasan

masyarakat?

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Zuripal (2023) di
Surabaya menekankan pentingnya kecepatan layanan, Andrianto (2017) di Sleman
menemukan kendala pada kualitas SDM dan teknologi, sementara Putra (2023) di
Denpasar menyoroti peran empati petugas. Variasi temuan ini menegaskan bahwa
efektivitas MPP bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh kondisi lokal masing-masing
daerah (Dwiyanto, 2018). Oleh karena itu, kajian empiris di Kota Mataram menjadi
penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor
yang memengaruhi kepuasan masyarakat dalam konteks pelayanan terpadu.

Secara teoretis, penelitian ini berlandaskan pada Teori Kualitas Pelayanan
(SERVQUAL) yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988), yang
mencakup lima dimensi utama: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan
empathy. Selain itu, penelitian ini berpijak pada paradigma good governance yang
menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, dan keadilan
dalam pelayanan publik (Nani et al. 2025; Handoko et al. 2025). Dalam konteks ini,
kualitas pelayanan tidak hanya diukur dari efisiensi administratif, tetapi juga dari
kemampuan pemerintah dalam memenuhi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat secara
responsif.

Penelitian ini menjadi yang pertama menguji pengaruh MPP terhadap kepuasan
masyarakat secara kuantitatif di konteks Indonesia bagian timur. Dengan demikian,
penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan empiris sekaligus memperkaya
kajian administrasi publik berbasis bukti.

Secara praktis, penelitian ini memiliki nilai strategis sebagai evidence-based
evaluation bagi Pemerintah Kota Mataram dalam menilai efektivitas MPP,
mengidentifikasi dimensi pelayanan yang paling berpengaruh, serta merumuskan
strategi peningkatan kualitas pelayanan yang lebih responsif, terintegrasi, dan
berorientasi pada masyarakat.
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Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif
asosiatif untuk menganalisis pengaruh keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) terhadap
tingkat kepuasan masyarakat di Kota Mataram. Pendekatan ini dipilih karena penelitian
bertujuan menguji hubungan antarvariabel secara empiris melalui pengukuran numerik
menggunakan instrumen kuesioner terstruktur.

Populasi penelitian adalah masyarakat Kota Mataram yang pernah menggunakan
layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP). Karena jumlah populasi tidak diketahui secara
pasti dan bersifat fluktuatif, teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability
sampling dengan pendekatan purposive sampling. Penentuan ukuran sampel
menggunakan rumus Cochran (Sugiyono, 2019) pada tingkat kepercayaan 95% dan
tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh jumlah minimum 96 responden dan
ditingkatkan menjadi 100 responden untuk mengantisipasi nonresponse. Kriteria
responden meliputi berdomisili di Kota Mataram, pernah menggunakan layanan MPP
dalam satu tahun terakhir, serta berusia minimal 17 tahun, yang diverifikasi melalui
pertanyaan penyaring,.

Penelitian dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik Kota Mataram, Kecamatan
Cakranegara, pada periode Desember 2025 hingga Januari 2026. Variabel independen
adalah kualitas pelayanan MPP berdasarkan dimensi SERVQUAL (tangible, reliability,
responsiveness, assurance, dan empathy), sedangkan variabel dependen adalah kepuasan
masyarakat yang diukur menggunakan sembilan unsur Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM) sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017.

Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup dengan skala Likert lima poin,
terdiri atas 15 item untuk kualitas pelayanan dan 9 item untuk kepuasan masyarakat. Uji
validitas menggunakan korelasi Pearson Product Moment menunjukkan seluruh item
valid (r hitung > r tabel 0,195; p < 0,001). Uji reliabilitas dengan Cronbach’s Alpha
menghasilkan nilai 0,954 (kualitas pelayanan) dan 0,937 (kepuasan masyarakat), yang
menunjukkan konsistensi internal sangat tinggi.

Pengumpulan data dilakukan secara daring dan luring kepada pengguna layanan
MPP. Analisis data menggunakan perangkat lunak JASP melalui tahapan analisis
deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas dan linearitas), serta regresi linear sederhana.
Pengujian hipotesis dilakukan pada tingkat signifikansi 5% dengan melihat nilai koefisien
determinasi (R?) untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen.

Untuk memperjelas alur pelaksanaan penelitian, tahapan penelitian disajikan pada
Gambar 1.
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Gambar 1. Flowchart Tahapan Penelitian
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memenuhi kriteria memenuhi kriteria valid Sederhana

Sumber: Hasil Olah Data Primer Peneliti, 2025.

Penelitian ini menjunjung tinggi prinsip etika penelitian dengan memastikan
bahwa seluruh responden berpartisipasi secara sukarela (informed consent), identitas
responden dijaga kerahasiaannya (anonimitas), serta data yang diperoleh hanya
digunakan untuk kepentingan akademik.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil

1.
Kota Mataram

Gambaran Kepuasan Masyarakat Terhadap Keberadaan Mal Pelayanan Publik

Penelitian ini melibatkan 100 responden masyarakat pengguna layanan di Mal
Pelayanan Publik (MPP) Kota Mataram. Karakteristik responden mencakup jenis
kelamin, usia, dan asal kecamatan domisili. Data ini memberikan gambaran umum

mengenai profil masyarakat yang menjadi pengguna layanan MPP.

a. Deskripsi Umum Responden
1) Berdasarkan Jenis Kelamin
Berikut ini adalah karakteristik responden berdasarkan jenis
kelamin:

Gambar 2. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin

70 70%
60 60%
50 50%
40 40%
30 30%
20 20%
10 10%
0 0%

Laki-Laki

Perempuan

==l Jumlah e Persentase

Sumber: Hasil Olah Data Primer Peneliti, 2025.
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Hasil survei pada grafik (Gambar 2) menunjukkan bahwa responden
perempuan mendominasi sebanyak 59 orang (59%) dibandingkan laki-laki
sebanyak 41 orang (41%). Hal ini menunjukkan bahwa responden perempuan
cenderung lebih aktif dalam mengakses layanan publik di MPP Kota Mataram.
Kondisi ini dapat dikaitkan dengan peran perempuan yang sering mengurus
dokumen keluarga seperti administrasi kependudukan, pendidikan anak, atau
layanan kesehatan. Dominasi ini juga menunjukkan meningkatnya partisipasi
perempuan dalam pemanfaatan layanan publik, yang sejalan dengan prinsip
inclusive public service dalam kebijakan pelayanan publik modern (Dwiyanto,
2018).

2) Berdasarkan Usia
Tabel 1. Karakterisitik Responden Berdasarkan Usia

Usia Jumlah Persentase
17-24 29 29%

25-40 51 51%
41-55 20 20%

Total 100 100%

Sumber: Hasil Olah Data Primer Peneliti, 2025

Berdasarkan Tabel 1 mayoritas responden berada pada rentang usia
25-40 tahun sebanyak 51 orang (51%) yang termasuk dalam kelompok usia
produktif. Komposisi usia tersebut memberikan gambaran bahwa responden
dalam penelitian ini didominasi oleh masyarakat usia kerja, yang secara
umum memiliki kebutuhan administratif dan interaksi yang relatif intens
dengan pelayanan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa MPP berhasil
menarik kelompok masyarakat aktif yang memiliki kesadaran terhadap
efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

3) Berdasarkan Domisili/Kecamatan
Tabel 2.Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan Jumlah (n) Persentase (%)
Ampenan 6 6%

Cakranegara 33 33%

Mataram 15 15%

Sandubaya 24 24%

Sekarbela 8 8%

Selaparang 14 14%

Total 100 100%

Sumber: Hasil Olah Data Primer Peneliti, 2025.
Tabel 2 menunjukkan sebagian besar responden berasal dari Kecamatan
Cakranegara dengan jumlah 33 orang (33%) diikuti oleh responden yang
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berasal dari Kecamatan Sandubaya sebanyak 24 orang (24%), yang secara
geografis merupakan wilayah padat penduduk dan dekat dengan lokasi MPP
Kota Mataram. Dominasi responden dari dua wilayah tersebut menunjukkan
bahwa aksesibilitas lokasi dan kedekatan jarak menjadi faktor penting dalam
pemanfaatan layanan publik. Sementara itu, responden dari kecamatan lain
relatif lebih sedikit, seperti Ampenan sebanyak 6 orang (6%) dan Sekarbela
8 orang (8%), kemungkinan karena faktor jarak atau masih adanya
kemudahan mengurus dokumen di kantor kelurahan masing-masing.
b. Deskripsi Statistik Variabel Penelitian
Untuk memberikan gambaran umum mengenai kepuasan masyarakat
terhadap keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Mataram, dilakukan
pengelompokan skor variabel kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat ke
dalam tiga kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Kategorisasi ini diperoleh
melalui perhitungan manual menggunakan Microsoft Excel. Untuk memperkuat
hasil kategorisasi, dilakukan analisis statistik deskriptif menggunakan aplikasi
JASP terhadap variabel kualitas pelayanan (Total_X) dan kepuasan masyarakat
(Total_Y). Hasil analisis disajikan pada Gambar 3. dan Tabel 3.

Gambar 3. Deskripsi Variabel

KUALITAS PELAYANAN (X) DAN KEPUASAN
MASYARAKAT (Y)

Rendah

Sedang

Tinggi
&8 | -

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Kepuasan Masyarakat 1 Kualitas Pelayanan

Sumber: Hasil Olah Data Primer Peneliti, 2025.

Berdasarkan Gambar 3, hasil pengelompokan data, tingkat kualitas
pelayanan di MPP Kota Mataram, sebagian besar berada pada kategori sedang,
yaitu sebanyak 69 responden. Sementara itu, 20 responden menilai kualitas
pelayanan dalam kategori tinggi, dan 11 responden menilai kualitas pelayanan
dalam kategori rendah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara umum kualitas
pelayanan yang diberikan oleh MPP Kota Mataram telah dinilai cukup baik oleh
masyarakat, meskipun masih terdapat sebagian kecil responden yang menilai
kualitas pelayanan berada pada kategori rendah. Kondisi ini mengindikasikan
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bahwa kualitas pelayanan telah berjalan dengan cukup optimal, namun tetap
memerlukan peningkatan pada beberapa aspek tertentu agar dapat mencapai
kategori tinggi secara lebih merata.

Selanjutnya, hasil kategorisasi terhadap variabel kepuasan masyarakat
menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kategori sedang,
yaitu sebanyak 63 responden. Adapun responden yang berada pada kategori
kepuasan tinggi berjumlah 25 orang, sedangkan 12 responden berada pada
kategori kepuasan rendah. Distribusi ini menunjukkan bahwa mayoritas
responden merasa cukup puas terhadap pelayanan yang diterima di MPP Kota
Mataram. Meskipun demikian, masih adanya responden dengan tingkat kepuasan
rendah mengindikasikan perlunya perhatian lebih terhadap kualitas pelayanan
agar kepuasan masyarakat dapat ditingkatkan secara optimal.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Total X  Total Y

Valid (N) 100 100

Mean 62.15 37.56
Std. Deviation 9.597 6.014
MAD robust 7.413 5.189
Shapiro-Wilk 0.888 0.866

P-value of Shapiro-Wilk <.001 <.001

Sumber: Hasil Olah Data Primer Peneliti, 2025.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 3, diperoleh nilai rata-rata
(mean) kualitas pelayanan sebesar 62,15 dengan standar deviasi 9,597, sedangkan
nilai rata-rata kepuasan masyarakat sebesar 37,56 dengan standar deviasi 6,014.
Nilai standar deviasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa sebaran data cukup
homogen, sehingga persepsi responden terhadap kedua variabel cenderung
konsisten. Nilai minimum dan maksimum menunjukkan adanya variasi penilaian
responden terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat. Namun
demikian, nilai rata-rata yang berada pada kisaran menengah hingga tinggi
mengindikasikan bahwa secara umum pelayanan di MPP Kota Mataram telah
dinilai cukup baik dan mampu memberikan tingkat kepuasan yang positif bagi
masyarakat. Selain itu, hasil uji Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa skor variabel
tidak berdistribusi normal (p < 0,001), sehingga analisis korelasi menggunakan uji
Spearman. Adapun analisis regresi linear tetap digunakan karena normalitas
dalam regresi berlaku pada residual dan model bersifat robust terhadap
pelanggaran normalitas data.
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2. Pengaruh Kualitas Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Terhadap Tingkat
Kepuasan Masyarakat di Kota Mataram
Subbab ini menganalisis pengaruh kualitas pelayanan di Mal Pelayanan Publik
terhadap tingkat kepuasan masyarakat di Kota Mataram. Kualitas pelayanan
digunakan sebagai representasi operasional keberadaan Mal Pelayanan Publik yang
mencerminkan kinerja layanan melalui aspek sarana prasarana, sistem pelayanan, dan
interaksi petugas. Analisis diawali dengan uji linearitas, dilanjutkan uji korelasi, dan uji
regresi linear untuk menguji hubungan dan pengaruh antarvariabel secara empiris.

Uji linearitas dilakukan sebagai syarat uji regresi linear untuk memastikan bahwa
hubungan antara variabel kualitas pelayanan (X) dan kepuasan masyarakat (Y)
bersifat linier, yaitu perubahan pada variabel independen diikuti oleh perubahan yang
proporsional pada variabel dependen. Pengujian linearitas dalam penelitian ini
dilakukan melalui visualisasi scatterplot antara Total_X dan Total_Y menggunakan
perangkat lunak JASP.

Gambar 4. Scatter Plot Variabel Xdan Y
50 -

Sumber: Hasil Olah Data Primer Peneliti, 2025.

Berdasarkan hasil scatterplot pada Gambar 4, terlihat bahwa titik-titik data
menyebar mengikuti arah garis diagonal yang membentuk pola linier positif, di mana
peningkatan nilai kualitas pelayanan diikuti oleh peningkatan nilai kepuasan
masyarakat. Tidak tampak pola melengkung atau penyimpangan ekstrem yang
menunjukkan hubungan non-linier. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
asumsi linearitas terpenuhi, sehingga analisis regresi linear sederhana layak
digunakan dalam penelitian ini (Field, 2018; Hair et al., 2021).

Sebagai analisis pendahuluan sebelum pengujian pengaruh, dilakukan uji
korelasi Spearman untuk melihat arah dan kekuatan hubungan antara kualitas
pelayanan dan kepuasan masyarakat.
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Tabel 4. Korelasi (Hubungan)

Spearman’s Correlations

Effect size SE

n Spearman’s p (Fisher's Effect
rho .
z) size
Total X
- 100 0.806 <.001 1.115 0.110
Total Y

Sumber: Hasil Olah Data Primer Peneliti, 2025.

Hasil uji korelasi pada Tabel 4, menunjukkan nilai koefisien Spearman’s rho
sebesar 0,806 dengan signifikansi p < 0,001. Nilai tersebut mengindikasikan adanya
hubungan yang kuat dan positif antara kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat.
Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan cenderung diikuti
oleh peningkatan kepuasan masyarakat, sehingga secara empiris mendukung
kelayakan penggunaan model regresi untuk menguji pengaruh antarvariabel.

Tabel 5. Hasil Model Summary - Total_Y
Model R R? Adjusted R? Sig. (p)

Kualitas Pelayanan - 0,863 0,745 0,742 < 0,001
Kepuasan Masyarakat

Sumber: Hasil Olah Data Primer Peneliti, 2025.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana pada Tabel 5, diperoleh nilai
koefisien korelasi (R) sebesar 0,863 yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat
antara kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat. Nilai koefisien determinasi (R?)
sebesar 0,745 mengindikasikan bahwa sebesar 74,5% variasi kepuasan masyarakat
dapat dijelaskan oleh kualitas pelayanan, sedangkan sisanya sebesar 25,5%
dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Tabel 6. Hasil Uji ANOVA Signifikansi Model Regresi (Uji F)

Sumber Variasi df F Sig. (p)
Regresi 1 285,7 < 0,001
Residual 98
Total 99

Sumber: Hasil Olah Data Primer Peneliti, 2025.
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Hasil uji ANOVA pada Tabel 6, menunjukkan nilai F sebesar 285,7 dengan tingkat
signifikansi p < 0,001, yang berarti model regresi yang dibangun layak dan signifikan
secara statistik.

Tabel 7. Hasil Koefisien Regresi Linear

Variabel Koefisien Std. Beta(p) t Sig.
(b) Error (p)
Konstanta 3,955 2,012 - 1,966 0,052
Kualitas 0,541 0,032 0,863 16,902 <
Pelayanan (X) 0,001

Sumber: Hasil Olah Data Primer Peneliti, 2025.

Hasil uji koefisien regresi pada Tabel 7, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan
memiliki koefisien regresi (b) sebesar 0,541 dengan nilai signifikansi p < 0,001. Nilai
koefisien beta terstandar () sebesar 0,863 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan
berpengaruh positif dan kuat terhadap kepuasan masyarakat. Dengan demikian,
hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh
terhadap kepuasan masyarakat diterima.

3. Dimensi Pelayanan Yang Paling Mempengaruhi Tingkat Kepuasan Masyarakat
Pengguna Layanan di MPP Kota Mataram
Deskripsi ini untuk mengetahui dimensi pelayanan yang paling dominan dalam
membentuk persepsi kepuasan masyarakat pengguna layanan di Mal Pelayanan Publik
(MPP) Kota Mataram. Analisis dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan
menggunakan nilai kontribusi (jumlah nilai perdimensi/indikator) dan persentase tiap
dimensi/indikator, sehingga dapat menunjukkan proporsi peran masing-masing aspek
pelayanan dalam keseluruhan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat.

Tabel 8. Kontribusi Dimensi Kualitas Pelayanan terhadap Total Skor Kualitas

Pelayanan
No. | Deskripsi Variabel X Nilai Persentase
1. Tangibles/bukti fisik 1.227 19,74%
2. | Reliability /keandalan 1.238 19,92%
3. Responsiveness/tanggapan 1.246 20,05%
4. | Assurance/jaminan 1.241 19,96%
5. Emphaty /empati 1.263 20,33%
Jumlah 6.215 100%

Sumber: Hasil Olah Data Primer Peneliti, 2025.

Berdasarkan Tabel 8, dimensi empati memberikan kontribusi tertinggi terhadap
kualitas pelayanan di MPP Kota Mataram dengan persentase sebesar 20,33%, diikuti
oleh dimensi daya tanggap (20,05%), jaminan (19,96%), keandalan (19,92%), dan
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bukti fisik (19,74%). Temuan ini menunjukkan bahwa aspek pelayanan yang berkaitan
dengan perhatian, kepedulian, dan pemahaman petugas terhadap kebutuhan
masyarakat menjadi faktor paling dominan dalam membentuk persepsi kualitas

pelayanan MPP.
Tabel 9. Kontribusi Indikator Kepuasan Masyarakat terhadap Total Skor
Kepuasan

Deskripsi Variabel Y Nilai Persentase
Prosedur 414 11,02%
Persyaratan 419 11,16%
Waktu 408 10,86%
Biaya 416 11,07%
Hasil Pelayanan 418 11,13%
Kompetensi Petugas 425 11,32%
Sikap Petugas 425 11,32%
Pengaduan 411 10,94%
Sarana & Prasarana 420 11,18%
Jumlah 3756 100%

Sumber: Hasil Olah Data Primer Peneliti, 2025.

Hasil analisis deskriptif pada Tabel 9, menunjukkan bahwa kompetensi petugas
dan sikap petugas merupakan indikator yang memberikan kontribusi terbesar
terhadap kepuasan masyarakat, masing-masing sebesar 11,32%. Hal ini menegaskan
bahwa kualitas sumber daya manusia dan perilaku pelayanan menjadi aspek utama
yang dirasakan langsung oleh pengguna layanan di MPP Kota Mataram.

Pembahasan

1. Gambaran Kepuasan Masyarakat Terhadap Keberadaan Mal Pelayanan Publik
Kota Mataram

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, tingkat kepuasan masyarakat terhadap
keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Mataram berada pada kategori sedang
dengan nilai rata-rata sebesar 37,56. Distribusi responden menunjukkan bahwa
mayoritas berada pada kategori sedang (63%), diikuti kategori tinggi (25%) dan
rendah (12%). Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun MPP telah
menghadirkan kemudahan akses layanan publik melalui integrasi lintas instansi,
tingkat kepuasan yang dihasilkan belum mencapai kategori optimal. Dengan kata lain,
keberadaan inovasi kelembagaan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan
peningkatan kualitas pengalaman pelayanan yang dirasakan masyarakat.

Secara konseptual, kondisi ini dapat dijelaskan melalui kerangka expectation-
disconfirmation theory yang menyatakan bahwa kepuasan merupakan hasil evaluasi
antara harapan awal dengan kinerja pelayanan yang dirasakan (Parasuraman et al.,
1988). Dalam konteks ini, dominannya kategori kepuasan sedang menunjukkan
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bahwa kinerja pelayanan MPP Kota Mataram telah memenuhi ekspektasi dasar
masyarakat, namun belum secara konsisten melampaui ekspektasi tersebut. Temuan
ini diperkuat oleh studi Almeida & Cardoso (2021) yang menunjukkan bahwa
transformasi pelayanan publik berbasis integrasi dan digitalisasi tidak secara
otomatis meningkatkan kepuasan apabila tidak diikuti dengan peningkatan kualitas
pengalaman pengguna (user experience).

Lebih lanjut, dalam perspektif administrasi publik kontemporer, kepuasan
masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh output layanan, tetapi juga oleh proses
interaksi dan persepsi keadilan pelayanan (perceived fairness) (Morgeson & Petrescu,
2020). Hal ini menjelaskan mengapa variasi kepuasan masyarakat dalam penelitian
ini relatif tinggi. Perbedaan karakteristik responden, seperti usia, jenis layanan yang
diakses, serta frekuensi interaksi dengan aparatur, berkontribusi terhadap
terbentuknya persepsi kepuasan yang heterogen. Dengan demikian, pengalaman
pelayanan menjadi faktor kunci dalam membentuk evaluasi masyarakat terhadap
kualitas layanan publik.

Dalam konteks implementasi MPP, temuan ini juga memperkuat argumentasi
Dwiyanto (2018) bahwa reformasi pelayanan publik tidak cukup hanya berorientasi
pada restrukturisasi kelembagaan atau integrasi layanan, tetapi harus diikuti dengan
peningkatan kualitas pelayanan substantif yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Artinya, keberhasilan MPP tidak hanya diukur dari jumlah instansi yang terintegrasi,
tetapi dari sejauh mana layanan tersebut mampu memberikan pengalaman yang
efisien, nyaman, dan responsif.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya keterbatasan pada aspek
operasional pelayanan yang berpotensi memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat.
Berdasarkan observasi lapangan, masih terdapat kendala pada fasilitas fisik, seperti
keterbatasan ruang tunggu dan jumlah kursi pada jam pelayanan padat, serta belum
optimalnya sistem antrean yang masih bersifat manual. Kondisi ini sejalan dengan
temuan Lopes & Oliveira (2020) yang menegaskan bahwa kualitas fasilitas fisik dan
dukungan sistem digital merupakan determinan penting dalam membentuk
kepuasan pengguna layanan publik. Selain itu, OECD (2020) juga menekankan bahwa
pelayanan publik modern harus berorientasi pada pengalaman pengguna (user-
driven services), yang mencakup kemudahan akses, kepastian waktu, serta
kenyamanan dalam memperoleh layanan.

Lebih jauh, temuan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara desain
kebijakan dan implementasi pelayanan (implementation gap). Secara normatif, MPP
dirancang sebagai solusi untuk mengatasi fragmentasi pelayanan dan meningkatkan
efisiensi birokrasi. Namun, dalam praktiknya, kualitas pelayanan yang dirasakan
masyarakat masih dipengaruhi oleh faktor-faktor teknis dan operasional di tingkat
implementasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Tummers et al. (2020) yang
menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan publik sangat
bergantung pada kapasitas organisasi dan perilaku aparatur di level operasional
(street-level bureaucracy).
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Dengan demikian, kategori kepuasan sedang yang ditemukan dalam penelitian
ini tidak hanya merefleksikan capaian kinerja pelayanan, tetapi juga menunjukkan
adanya ruang perbaikan dalam penyelenggaraan MPP Kota Mataram. Keberadaan
MPP telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan aksesibilitas layanan
publik, namun belum sepenuhnya mampu menghasilkan pengalaman pelayanan yang
unggul dan konsisten bagi seluruh pengguna layanan.

Secara analitis, temuan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa inovasi
pelayanan publik berbasis integrasi, seperti MPP, memerlukan pendekatan yang
lebih komprehensif, tidak hanya pada aspek kelembagaan, tetapi juga pada kualitas
interaksi pelayanan, kesiapan infrastruktur, serta efektivitas sistem pelayanan. Oleh
karena itu, upaya peningkatan kepuasan masyarakat perlu diarahkan pada
penguatan kualitas pelayanan secara holistik, dengan mengintegrasikan dimensi
manusia, sistem, dan sarana pendukung secara simultan.

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Terhadap Tingkat
Kepuasan Masyarakat di Kota Mataram

Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa kualitas pelayanan
memiliki pengaruh yang sangat kuat dan signifikan terhadap tingkat kepuasan
masyarakat, dengan nilai koefisien korelasi (R = 0,863) dan koefisien determinasi (R?
= 0,745). Artinya, sebesar 74,5% variasi kepuasan masyarakat dapat dijelaskan oleh
kualitas pelayanan yang dirasakan pengguna layanan MPP Kota Mataram. Temuan ini
secara konsisten menguatkan teori SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988) yang
menempatkan kualitas pelayanan sebagai determinan utama kepuasan pengguna
layanan.

Dalam konteks empiris di Indonesia, temuan ini juga sejalan dengan berbagai
penelitian lokal yang menunjukkan hubungan signifikan antara kualitas pelayanan
dan kepuasan masyarakat. Penelitian oleh Rabaali (2024) menemukan bahwa
kualitas pelayanan berpengaruh langsung terhadap kepuasan masyarakat pada
layanan kecamatan, terutama melalui aspek pelayanan petugas yang sesuai standar
operasional . Selain itu, Sulaiman et al. (2022) juga menunjukkan bahwa kualitas
pelayanan publik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan
masyarakat, yang menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan akan diikuti oleh
peningkatan kepuasan pengguna layanan. Lebih lanjut, studi terbaru di konteks
pelayanan perizinan di Indonesia juga menunjukkan pola yang serupa. Penelitian
pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur menemukan bahwa dimensi assurance
dan empathy menjadi faktor dominan dalam membentuk kepuasan masyarakat,
sementara aspek kecepatan layanan masih menjadi kelemahan utama . Temuan ini
relevan dengan hasil penelitian di MPP Kota Mataram yang juga menunjukkan bahwa
dimensi kualitas pelayanan berperan besar dalam membentuk kepuasan, namun
belum sepenuhnya optimal pada aspek tertentu.

Secara teoritis, hubungan kuat antara kualitas pelayanan dan kepuasan
masyarakat menunjukkan bahwa dimensi pelayanan seperti keandalan, daya
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tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik berfungsi sebagai faktor evaluatif utama
dalam persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Hal ini konsisten
dengan pandangan Field (2018) dan Hair et al. (2021), serta diperkuat oleh studi
kontemporer yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh
signifikan dalam berbagai konteks pelayanan publik modern (Van de Walle, 2021;
Cucciniello et al., 2020). Namun demikian, temuan penelitian ini mengungkapkan
fenomena kritis berupa:

Temuan ini menunjukkan paradoks, di mana pengaruh kualitas pelayanan
sangat kuat (R? tinggi), namun tingkat kepuasan masih berada pada kategori sedang,
yang mengindikasikan adanya faktor lain di luar model. Paradoks ini menjadi temuan
penting karena menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, meskipun dominan, bukan
satu-satunya faktor penentu kepuasan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, hal ini
juga didukung oleh penelitian Affandi et al. (2025) yang menemukan bahwa kepuasan
masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, tetapi juga oleh faktor
good governance dan kepercayaan publik sebagai variabel intervening . Temuan ini
mempertegas bahwa kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik merupakan
konstruksi multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor struktural dan psikologis.
Selain itu, kajian mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Indonesia juga
menunjukkan bahwa variabel seperti kecepatan layanan, transparansi biaya,
komunikasi, serta kemudahan akses memiliki kontribusi signifikan terhadap
pembentukan kepuasan masyarakat . Dengan demikian, meskipun kualitas pelayanan
yang diukur melalui dimensi SERVQUAL menunjukkan pengaruh yang kuat, faktor-
faktor lain di luar model tetap memainkan peran penting dalam menentukan tingkat
kepuasan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini dapat dijelaskan sebagai service
delivery gap, yaitu kesenjangan antara kualitas pelayanan yang dirancang secara
normatif dengan pengalaman pelayanan yang dirasakan masyarakat (Zeithaml et al.,
2018). Hal ini juga sejalan dengan temuan penelitian di Indonesia yang menunjukkan
bahwa meskipun reformasi pelayanan publik telah berjalan melalui digitalisasi dan
integrasi layanan, masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan implementasi di
lapangan. Keberhasilan MPP sebagai inovasi pelayanan publik tidak hanya
ditentukan oleh kualitas pelayanan secara internal, tetapi juga oleh kemampuan
sistem pelayanan dalam memberikan pengalaman layanan yang konsisten, efisien,
dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini memperkuat argumentasi
Dwiyanto (2018) bahwa reformasi pelayanan publik harus berorientasi pada kualitas
pelayanan substantif, bukan hanya pada perubahan struktural kelembagaan.

Selain itu, masih terdapat sebesar 25,5% variasi kepuasan masyarakat yang
tidak dapat dijelaskan oleh kualitas pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-
faktor lain seperti kepercayaan publik, ekspektasi masyarakat, kemudahan akses
layanan, serta efektivitas sistem digital turut berperan dalam membentuk kepuasan
masyarakat. Dalam konteks ini, kepuasan masyarakat tidak hanya merupakan hasil
dari kualitas pelayanan, tetapi juga refleksi dari hubungan antara masyarakat dan
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institusi pemerintah. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya
mengonfirmasi kuatnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan
masyarakat, tetapi juga mengungkap kompleksitas faktor-faktor yang memengaruhi
kepuasan dalam pelayanan publik terpadu. Oleh karena itu, peningkatan kepuasan
masyarakat di MPP Kota Mataram memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif,
yang mencakup penguatan kualitas pelayanan, peningkatan kapasitas sistem dan
infrastruktur, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan
publik.

3. Dimensi Pelayanan Yang Paling Mempengaruhi Tingkat Kepuasan Masyarakat
Pengguna Layanan di MPP Kota Mataram

Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh dimensi kualitas pelayanan dalam
model SERVQUAL memberikan Kkontribusi yang relatif seimbang terhadap
pembentukan kualitas pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Mataram.
Namun demikian, terdapat variasi tingkat kontribusi antar dimensi, di mana dimensi
empati memiliki kontribusi tertinggi (20,33%), diikuti oleh responsiveness (20,05%),
assurance (19,96%), reliability (19,92%), dan tangibles (19,74%). Pola ini
menunjukkan bahwa dimensi pelayanan yang bersifat interaksional dan berbasis
perilaku aparatur memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan dimensi yang
bersifat struktural dan fisik. Dominannya dimensi empati mengindikasikan bahwa
masyarakat menempatkan perhatian, kepedulian, dan kemampuan petugas dalam
memahami kebutuhan pengguna layanan sebagai faktor utama dalam membentuk
persepsi kualitas pelayanan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putra (2023) yang
menekankan pentingnya empati dalam pelayanan publik, serta diperkuat oleh studi
kontemporer yang menunjukkan bahwa pendekatan human-centered service
menjadi kunci dalam meningkatkan kepuasan masyarakat (OECD, 2020; Van de
Walle, 2021). Dalam perspektif ini, kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh
sistem dan prosedur, tetapi juga oleh kualitas interaksi antara aparatur dan
masyarakat sebagai pengguna layanan.

Dalam konteks Indonesia, temuan ini juga konsisten dengan berbagai penelitian
lokal yang menunjukkan bahwa dimensi empati dan sikap petugas memiliki
pengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Penelitian Taruk Bua et al.
(2024) menemukan bahwa dimensi assurance dan empathy menjadi faktor dominan
dalam pelayanan perizinan, sementara penelitian Alfiani et al. (2025) menegaskan
bahwa kualitas interaksi pelayanan memiliki kontribusi besar dalam membentuk
persepsi kepuasan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks
pelayanan publik di Indonesia, faktor sumber daya manusia (SDM) masih menjadi
penentu utama dalam kualitas pelayanan. Namun demikian, kontribusi dimensi
tangibles yang relatif lebih rendah menunjukkan adanya keterbatasan pada aspek
sarana dan prasarana pelayanan. Temuan ini sejalan dengan hasil observasi lapangan
yang menunjukkan keterbatasan fasilitas ruang tunggu serta belum optimalnya
sistem antrean. Studi Lopes & Oliveira (2020) menegaskan bahwa kualitas fasilitas
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fisik dan dukungan sistem digital merupakan faktor penting dalam meningkatkan
pengalaman pengguna layanan publik. Selain itu, OECD (2020) juga menekankan
bahwa pelayanan publik modern harus mengintegrasikan aspek fisik dan digital
untuk menciptakan pengalaman pelayanan yang efisien dan nyaman.

Lebih lanjut, pada variabel kepuasan masyarakat, indikator kompetensi petugas
dan sikap petugas memiliki kontribusi tertinggi, sedangkan indikator waktu
pelayanan memiliki kontribusi terendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun
kualitas interaksi pelayanan sudah baik, aspek efisiensi waktu masih menjadi kendala
dalam pelayanan publik. Temuan ini konsisten dengan penelitian Mozin et al. (2024)
yang menunjukkan bahwa kecepatan pelayanan merupakan salah satu faktor utama
yang memengaruhi kepuasan masyarakat dalam layanan publik di Indonesia. Kondisi
ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara dimensi pelayanan berbasis
manusia (human factor) dan dimensi pelayanan berbasis sistem (system factor).
Secara analitis, temuan ini dapat dijelaskan sebagai fenomena human-driven but
system-limited service, di mana kualitas pelayanan didorong oleh kompetensi dan
sikap aparatur, tetapi dibatasi oleh kapasitas sistem dan infrastruktur pelayanan.
Studi Cucciniello et al. (2020) menegaskan bahwa keberhasilan pelayanan publik
modern sangat bergantung pada integrasi antara kualitas sumber daya manusia dan
kesiapan sistem digital. Dalam kerangka teori SERVQUAL, kondisi ini menunjukkan
bahwa kualitas pelayanan merupakan konstruk multidimensional yang menuntut
keseimbangan antar dimensi (Parasuraman et al., 1988; Zeithaml et al, 2018).
Keunggulan pada dimensi empati tidak akan mampu secara optimal meningkatkan
kepuasan masyarakat apabila tidak didukung oleh dimensi tangibles dan reliability
yang memadai. Dengan kata lain, dimensi manusiawi berfungsi sebagai driving factor,
sementara dimensi sistem dan fasilitas berperan sebagai enabling factor dalam
membentuk kualitas pelayanan secara keseluruhan.

Temuan ini juga memperkuat argumentasi Dwiyanto (2018) bahwa reformasi
pelayanan publik harus dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek sumber
daya manusia, sistem pelayanan, serta infrastruktur pendukung. Dalam konteks MPP
Kota Mataram, keberhasilan pelayanan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan
petugas dalam melayani masyarakat secara empatik, tetapi juga oleh kemampuan
sistem dalam memberikan pelayanan yang cepat, pasti, dan terstandar. Dengan
demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan di
MPP Kota Mataram tidak dapat dilakukan secara parsial. Strategi peningkatan
pelayanan harus diarahkan pada pendekatan yang terintegrasi, dengan memperkuat
kualitas SDM melalui pelatihan pelayanan prima, sekaligus melakukan modernisasi
sistem pelayanan melalui digitalisasi antrean, peningkatan infrastruktur jaringan,
serta optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya transformasi pelayanan
publik yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas interaksi pelayanan,
tetapi juga pada penguatan sistem dan teknologi pelayanan. Hal ini sejalan dengan
rekomendasi OECD (2020) yang menekankan pentingnya integrasi antara human-
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centered service dan digital government dalam menciptakan pelayanan publik yang
efektif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Mal
Pelayanan Publik (MPP) Kota Mataram berpengaruh positif dan signifikan terhadap
tingkat kepuasan masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat berada pada kategori sedang
(mean 37,56), yang menunjukkan bahwa MPP telah meningkatkan akses dan integrasi
layanan, namun belum sepenuhnya optimal. Hasil regresi menunjukkan pengaruh yang
sangat kuat antara kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat (R = 0,863; R* = 0,745;
p < 0,001), dengan dimensi empati, kompetensi, dan sikap petugas sebagai faktor
dominan. Namun demikian, terdapat paradoks di mana pengaruh kualitas pelayanan
tinggi, tetapi kepuasan masih berada pada kategori sedang, yang mengindikasikan adanya
faktor lain di luar model, seperti sistem pelayanan, infrastruktur, dan ekspektasi
masyarakat. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi SERVQUAL dalam
konteks pelayanan publik terpadu. Secara praktis, peningkatan kepuasan masyarakat
memerlukan pendekatan komprehensif melalui penguatan kualitas SDM sekaligus
perbaikan sistem dan sarana pelayanan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada
cakupan wilayah dan variabel, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk
memasukkan faktor lain serta memperluas konteks kajian.
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